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ABSTRAK 

Nafah Svadisthia Handoko Nim. 1183060057 : Sanksi Tindak Pidana 

Penyebar Konten Pornografi menurut Pasal 27 Undang-Undang No 19 

Tahun 2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum 

Pidana Islam     

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan 

masyarakat dunia, salah satu dampak negatif yang timbul pada masyarakat akibat 

dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah maraknya penyebaran 

pornografi melalui internet. Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang 

juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Tindak kejahatan 

penyebar konten pornigrafi telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dan pasal 

29 ayat (1) UU Pornografi. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana 

ini termasuk kedalam jarimah ta‟zir.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyebaran dari 

tindak pidana penyebar konten pornografi dalam Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, untuk mengetahui sanksi bagi pelaku penyebar konten 

pornografi dalam UU ITE di Indonesia, dan untuk mengetahui relevansi sanksi 

tindak pidana penyebar konten pornografi dengan sanksi Hukum Pidana Islam.  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bahwa sanksi bagi pelaku 

penyebar konten pornografi dalam pasal 27 UU ITE perspektif Hukum Pidana 

Islam menggunakan kaidah maslahah mursalah yang berasaskan keadilan dan 

saddu al-Dzari‟ah  yang terkandung dalam larangan penyebaran konten 

pornografi yang tercantum Adanya siyasah syar‟iyyah, yaitu kebijaksanaan untuk 

membuat masyarakat lebih dekat dan gemar pada kebajikan, menjauhi dan 

membenci keburukan dan kerusakan. Bertujuan untuk merealisasikan 

kesejahteraan manusia. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah content 

analysis yaitu menganalisis data-data yang diambil dari literatur atau sumber yang 

relevan dengan pornigrafi dan berbagai bahan hukum yang dapat memberi 

petunjuk hukum atau penelitian sanksi bagi pelaku penyebar konten pornografi 

dalam pasal 27 UU ITE perspektif Hukum Pidana Islam.  

Hasil penelitian ini yaitu bentuk penyebarannya melalui internet berupa 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektroik diantaraya meliputi teks, simbol, 

gambar, suara, foto dan video yang bermuatan kesusilaan. Diatur dalam UU ITE 

pasal 27 ayat (1). Dalam pasal 27 UU ITE sanksi bagi pelaku penyebar konten 

pornografi dapat diancam pidana paling banyak 6 tahun dan denda paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 dan pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU Pornografi, diancam 

pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

6.000.000.000,00. Relevansi sanksi tindak pidana penyebar konten pornografi 

dalam UU ITE dan Hukum Pidana Islam, pertama tindak pidana penyebar konten 

pornografi memiliki kesamaan yaitu masih termasuk kedalam kategori kejahatan 

yang dilakukan atas dasar kesengajaan dan melawan hukum. Kedua, sanksi tindak 

pidana penyebar konten pornografi memiliki bentuk ancaman dunia yaitu 

ancaman dunia berupa penjara atau kurungan yang di sesuaikan dengan perbuatan 

yang dilakukan oleh pelaku. Ketiga, tindak pidana penyebar konten pornografi 

dilihat dari segi tujuannya untuk memberikan efek jera bagi pelaku. 


